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ABSTRAK -

Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, Pasal 69 ayat (5), Pasal
107 ayat (3), Pasal 108 ayat (5), Pasal 109 ayat (10), Pasal 113 ayat (11) dan Pasal
114 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 73); Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273); Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 137); Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2022 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);

Dalam Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT
adalah Pajak yang dibayarikan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a . makanan dan/ atau
minuman; b. tenaga listrik; c. jasa perhotelan; d . jasa parkir; dan e . jasa ke senian
d an hiburan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan;
Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Tata Cara Pengajuan
Keberatan dan Banding; Tata Cara Pembiran Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan; Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasif; Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
Penerimaan Pengaduan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember
2025.



